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MOTTO

“lkatlah ilmu pengetahuan dengan cara menulis atau mencatatnya, sungguh ilmu

pengetahuan akan melekat pada hati dan pikiran manusia dengan menulisnya.”

SAYYIDINA ALI R.A
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RINGKASAN

Pemberian suaka yang dipraktikkan oleh beberapa pejabat tinggi negara
khususnya seorang diplomat dan konsul belakangan ini semakin banyak
menimbulkan persoalan terutama dari sudut pandang hukum internasional.
Banyak kasus yang terjadi belakangan ini yang memicu perdebatan panjang para
ahli hukum internasional, beberapa diantaranya seperti yaitu beberapa tahun yang
lalu lima orang pemuda Timor Timur masuk ke kantor Kedutaan Besar asing di
Jakarta untuk minta suaka. Mereka mengaku sebagai clendestein (suatu gerakan
bawah tanah) anti integrasi Timor Timur ke dalam wilayah RI, yang merasa
terancam keselamatannya. Sementara itu pemerintah RI menyatakan, bahwa
kelima pemuda Timor Timur tersebut bukan clendestein, melainkan anggota
Gerakan Pengacau Keamanan (GPK), sehingga mereka dianggap bukan sebagai
political refugee (pelarian politik), tetapi sebagai pelaku tindak pidana biasa yang
tak patut diberi suaka. Persoalan suaka acapkali sering dianggap sebagai persoalan
politik belaka, padahal yang lebih penting lagi adalah persoalan hukumnya, dalam
hal ini penulis menyebutkan hukum internasionalnya. Oleh sebab itu, penulis
merasa tertarik untuk membahas lebih dalam karya ilmiah dalam bentuk Skripsi
dengan judul “KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN PEMBERIAN SUAKA
(ASYLUM) MENURUT PERSPEKTIF HUBUNGAN DIPLOMATIK DAN
KONSULER?” sebagai suatu karya ilmiah berbentuk skripsi.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimana pemberlakuan suaka
(Asylum) menurut perspektif hubungan diplomatik, konsuler serta hukum
internasional dan pertimbangan apa yang dipakai dalam menentukan kelayakan
pemberian suaka terhadap pencari suaka ?

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tindakan
yang dilakukan oleh negara-negara, bangsa-bangsa di dunia terhadap
perwakilannya di negara-negara asing dalam menangani permasalahan pencari
dan pemberi suaka dan mengetahui sekaligus memahami fakta mengenai
keabsahan pemberian Suaka terhadap pencari Suaka apakah hal tersebut tidak

menyimpang dari perspektif hubungan Diplomatik, Konsuler dan hukum
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Internasional. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis
normatif. pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
pendekatan undang-undang (statue approach). Bahan hukum yang digunakan
terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder dan
bahan non-hukum (tersier). Analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang
bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus sehingga diharapkan dapat
memberikan preskripsi tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan
permasalahan yang terkait.

Secara definitif, mengenai pemberlakuan suaka (4sylum)  belum
ditemukan adanya ketentuan-ketentuan hukum internasional yang bersifat
universal yang menentukan status “pencari suaka”. Tidak ada yang menetukan
secara hukum pengertian tentang suaka atau pencari suaka. Demikian pula dengan
batasan pencari suaka tidak ditemukan dalam ketentuan-ketentuan hukum
internasional yang bersifat universal atau regional yang berkaitan dengan masalah
lembaga suaka, dan pertimbangan yang dipakai dalam menentukan kelayakan
pemberian suaka terhadap pencari suaka yaitu apabila ada seseorang atau
sekelompok orang yang secara fisik dalam keadaan bahaya maka suaka dapat
diberikan dalam waktu sementara, suaka juga dapat diberikan apabila ada
kebiasaan setempat yang mengakui pemberian suaka, dan apabila ada suatu
perjanjian khusus antara negara penerima dengan negara pengirim yang mengatur
tentang suaka, maka permintaan suaka dapat dikabulkan.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah penulis menyarankan agar diatur
ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang lebih jelas dan mendetail. Dalam hal
ini, ketentuan hukum internasional, ketentuan dari hubungan diplomatik dan
konsuler tidak mengatur lebih jelas dan tegas tentang pemberian dan pencarian
suaka, untuk itu diperlukan bahkan wajib hukumnya bagi negara-negara
meratifikasi lebih jelas dan tegas ketentuan-ketentuan hukum internasional
tentang pemberian dan pencarian suaka. Penulis juga menyarankan bagi seluruh
masyarakat internasional khususnya pejabat-pejabat negara yang berwenang

dalam memberikan suaka terhadap pencari suaka terkait dengan jangka waktunya

Xiii



dalam memberikan suaka yang hanya bersifat sementara, perlu dipertegas lagi
kepastian jangka waktunya tersebut sehingga tidak memunculkan polemik
berkepanjangan di kalangan masyarakat internasional, kapan dan berapa lama

suaka dapat diberikan masih belum jelas ketentuannya.
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